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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR  01  TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI TERMINAL 
 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURBALINGGA, 

Menimbang :  a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara 
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dibagi menjadi daerah-
daerah provinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota yang 
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahannya;  

  b.  bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 
yang perlu didukung dengan adanya pendanaan, salah satunya 
daerah berhak mengenakan pungutan berupa pajak, retribusi 
maupun pungutan lainnya kepada masyarakat; 

   c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam upaya 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan 
pendapatan asli daerah dari retribusi terminal, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1998 
Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II 
Purbalingga Tahun 1998 Seri D Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Dati II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi 
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 
Nomor 4), perlu disesuaikan dan diatur kembali; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Terminal; 

Mengingat : 1.    Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;   

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);  

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4578);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang  Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan. 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2003 Nomor 22);  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2008 Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2010 Nomor 13); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

dan 
 

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 
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3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut 
DINHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Purbalingga. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.  

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau Badan. 

11. Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan 
penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk 
mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang 
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 

14. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

15. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi selanjutnya disebut AKAP adalah angkutan dari 
satu kota ke kota lain yang melalui daerah beberapa kabupaten/kota yang melewati 
satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek. 

16. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan 
dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah beberapa kabupaten/kota yang 
dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek. 

17. Angkutan Perkotaan selanjutnya disebut Angkot adalah angkutan dari satu tempat 
ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. 

18. Angkutan Perdesaan selanjutnya disebut Angkudes adalah angkutan dari satu 
tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan 
dengan trayek angkutan perkotaan. 

19. Kendaraan penumpang dan bus adalah kendaraan bermotor umum yang digunakan 
untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran. 
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20. Kios adalah bangunan di Terminal yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai 
dengan lantai-lantai atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.  

21. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Terminal yang beralas permanen 
berbentuk bangunan memanjang dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai 
tempat berjualan.  

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terhutang. 

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi  yang terhutang 
atau seharusnya tidak terhutang. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

25. Penyidik adalah pejabat POLRI atau Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-undang. 

26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai 
dengan cara yang diatur Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, 
dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta 
sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. 

27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana.  

29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga. 
 

BAB II 
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus, tempat 
kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan 
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat 
kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, 
BUMD, dan pihak swasta. 


